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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota
Ternate tahun 2011, disusun mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Kota Ternate tahun 2011-2015, Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kota Ternate tahun 2011 dan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota
Ternate Tahun 2011. LAKIP Pemerintah Kota Ternate tahun 2011, dibuat untuk
mempertanggungjawabkan kinerja sebagaimana yang diwajibkan pada Instruksi
Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menegaskan bahwa Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja.

Kinerja Pemerintah Kota Ternate yang diukur dan dievaluasi dalam LAKIP
Pemerintah Kota Ternate tahun 2011 adalah indikator kinerja sasaran sesuai dengan
penetapan kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2011. Indikator kinerja sasaran
Pemerintah Kota Ternate tahun 2011 memberikan kontribusi langsung pada
pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Kota Ternate tahun 2011.

Hasil pengukuran dengan menggunakan skala ordinal, menunjukkan bahwa
Kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2011 berada pada kategori Sangat Berhasil.
Hal tersebut terlihat dari hasil pengukuran penetapan kinerja Pemerintah Kota
Ternate tahun 2011, sebanyak 11 sasaran dengan jumlah indikator kinerja sasaran
yang ditetapkan sebanyak 204 indikator, 193 (94,61%) indikator kinerja sasaran
mencapai hasil optimal (> 80%). Namun demikian, terdapat 11 (5,39%) indikator
kinerja sasaran Pemerintah Kota Ternate tahun 2011 yang nilai capaiannya kurang
optimal (< 80%) yaitu:

1. Persentase peningkatan jumlah koleksi buku di perpustakaan daerah, nilai
capaian 61,86%;

Peningkatan pelayanan dokter dan perawat, nilai capaian 73,79 %;

Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, nilai capaian 61,54%;

Angka kematian ibu per 1.000 kelahiran hidup, nilai capaian 60,00%;

A

Penderita Malaria Annual Malaria Incidence (AMI) nilai capaian 34,48% dan
Annual Parasite Incidence (API) nilai capaian 50,00%;
6. Angka kesakitan DBD/100.000 Jiwa, nilai capaian 76,00%;
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7. Persentase penyelesaian temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Ternate,
nilai capaian 26,20%;
8. Tingkat Inflasi, nilai capaian 49,33 %;
9. Rasio keluarga ber-KK, nilai capaian 76,13%;
10. Rasio bayi berakte kelahiran, nilai capaian 47,00%; dan

11. Penyelesaian masalah hukum Pemda Kota Ternate, nilai capaian 66,00%

Kelemahan tersebut diatas, diprioritaskan untuk segera dibenahi dengan
memperhatikan faktor-faktor penyebabnya. Dengan memperhatikan keberhasilan
yang telah dicapai maupun kekurangan/kelemahan sebagaimana tergambar dalam
akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2011, maka hal tersebut akan
dijadikan umpan balik untuk lebih meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Kota
Ternate kedepan guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip

Good Governance.

Ternate, 22 Maret 2011

]
bdurahman) S.H., M.M.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaporan merupakan fase yang sangat penting dalam siklus manajemen. Dalam
manajemen moderen, pelaporan merupakan fase terakhir yang dijadikan instrumen untuk

evaluasi guna perbaikan manajemen itu sendiri.

INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
telah mewajibkan setiap penyelenggara Negara untuk membuat Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, ditegaskan
bahwa Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota wajib menyusun laporan akuntabilitas

kinerja.

Laporan akuntabilitas adalah merupakan media pertanggungjawaban kepada
publik atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab instansi
pemerintah yang dibuat setiap berakhirnya tahun anggaran, yang didasarkan pada

perencanaan stratejik yang telah ditetapkan untuk dicapai.

Laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi
pertanggungjawaban kinerja intansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.
Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Ternate tahun 2011, berpedoman pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun
2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

Kota Ternate sebagai daerah otonom, mempunyai hak untuk menyelenggarakan
otonomi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga mempunyai

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kewenangan yang diberikan. Salah satu
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media pertanggungjawaban tersebut adalah LAKIP yang dibuat setiap berakhirnya tahun

anggaran.

B. GAMBARAN SINGKAT KOTA TERNATE

a. Yuridis

Secara yuridis peningkatan status Kota Ternate dari Kota Administratif Ternate
menjadi Kotamadya Ternate didasarkan pada Undang-Undang Nomor : 11 Tahun
1999 tanggal 27 April 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Ternate. Aktivitas
pemerintahan dan kemasyarakatan di Kota Ternate pada awal pembentukannya,
secara administratif dibagi menjadi 3 Kecamatan dan terdiri dari 58 Desa/Kelurahan.
Dinamika pelaksanaan pembangunan secara sinergis antara Pemerintah Daerah dan
masyarakat telah membawa perubahan yang ditandai perkembangan dan kemajuan
di berbagai aspek. Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang
dan pertimbangan rentang kendali pemerintahan, wilayah tertentu dimana
perkembangannya  dipandang memungkinkan untuk  ditingkatkan  status
administrasinya seperti Moti, terkait dengan itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan
Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Moti yang
sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pulau Ternate. Sebagai
konsekuensi pelaksanaan Perda dimaksud, 4 (empat) Desa yang ada di Moti
dimekarkan dan ditingkatkan statusnya menjadi 6 (enam) Kelurahan.

Perkembangan lain yang dicapai dari segi administrasi pemerintahan adalah
dimekarkannya 2 (dua) Kelurahan di Batang Dua, Kecamatan Pulau Ternate menjadi
5 (lima) Kelurahan, melalui Peraturan Daerah No. 13 tahun 2003 tentang
Pembentukan Kelurahan Lelewi, Bido dan Pantai Sagu.

Selanjutnya pada akhir tahun 2007 Kota Ternate dimekarkan menjadi 6
Kecamatan, yaitu Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan
Pulau Ternate, Kecamatan Moti, Kecamatan Batang Dua dan Kecamatan Kota
Ternate Tengah dan 11 (sebelas) kelurahan baru yang dimekarkan pada tahun 2007.
Pada tahun 2009 dibentuk Kecamatan Hiri dan dilakukan pemekaran kelurahan baru

sebanyak 3 (tiga) kelurahan.
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Tabel : Wilayah Kecamatan & Jumlah Kelurahan

No Kecamatan Jumlah Kelurahan

1 Ternate Utara 14
2 Ternate Tengah 15
3 Ternate Selatan 17
4 Pulau Ternate 13
5 Moti 6
6 Batang Dua 6
7 Hiri 6

Jumlah 77

b. Luas Wilayah dan Letak Geografis Daerah
Wilayah Kota Ternate terletak pada 0°-2° Lintang Utara dan

wilayah laut 5.544,55 Km2 sedangkan luas daratan 250,85 Km2. Kota Ternate

berbatasan dengan :

e Sebelah Utara dengan Laut Maluku;
e Sebelah Selatan dengan Laut Maluku;
e Sebelah Timur dengan Selat Halmahera; dan

e Secbelah Barat dengan Laut Maluku.

Kota Ternate adalah Kota Kepulauan dan terdiri dari 8 pulau, meliputi:

1. Pulau Ternate
Pulau Hiri
Pulau Moti
Pulau Mayau
Pulau Tifure
Pulau Gurida

Pulau Maka

© N o Lk W

Pulau Mano
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¢. Topografi

Sebagian besar Kota Ternate adalah daerah bergunung, berbukit, dan terdiri

dari pulau vulkanis, karang dengan kondisi jenis tanah sebagai berikut :

1. Rogusal :
- Hiri
- Moti

2. Rensika :

- Pulau Ternate

- Pulau Mayau

- Pulau Tifure
- Pulau Maka

- Pulau Mano

- Pulau Gurida

d. Kondisi Iklim

Sebagaimana umumnya daerah Maluku Utara yang didominasi wilayah laut,

Kota Ternate sangat dipengaruhi oleh iklim laut karena mempunyai tipe iklim tropis

yang terdiri dari dua musim (Utara-Barat dan Timur-Selatan) yang seringkali

LAKIP Pemerintah Kota Ternate Tahun 2011
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diselingi dengan dua kali masa pancaroba di setiap tahunnya. Kondisi topografi Kota
Ternate juga ditandai dengan keragaman ketinggian dari permukaan laut (Rendah :
0-499 M, Sedang : 500-699 M, dan Tinggi : lebih dari 700 M). Dengan kondisi
tersebut, Kota Ternate merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 8 pulau, 5
pulau yaitu pulau Ternate, Hiri, Moti, Mayau, dan pulau Tifure didiami penduduk,
sedangkan untuk 3 pulau kecil yaitu pulau Maka, Mano dan Gurida, tidak
berpenghuni.

Demografis

Sampai dengan akhir tahun 2010, jumlah penduduk Kota Ternate berdasarkan
data dari BPS Kota Ternate tahun 2010 sebanyak 185.705 jiwa. Penduduk tersebut
tersebar pada 7 (tujuh) kecamatan, yaitu : Wilayah Kecamatan Ternate Selatan
63.746 jiwa, Wilayah Kecamatan Ternate Utara 45.574 jiwa, Wilayah Kecamatan
Ternate Tengah 52.072 jiwa, Wilayah Kecamatan Pulau Ternate 14.692 jiwa,
Wilayah Kecamatan Moti 4.399 jiwa, Wilayah Kecamatan Batang Dua 2.487 jiwa,
Wilayah Kecamatan Hiri 2.735 jiwa.

C. ORGANISASI

Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Ternate sebagai realisasi dari

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah, sampai dengan

akhir tahun 2011 Pemerintah Kota Ternate telah membentuk Perangkat Daerah sebagai

berikut :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

1 (satu) Sekretariat Daerah ;

1 (satu) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
16 (enam belas) organisasi Dinas Daerah ;

6 (enam) organisasi Badan Daerah ;

1 (satu) Inspektorat ;

6 (enam) organisasi Kantor ;

1 (satu) organisasi Balai Bahasa Daerah;

2 (dua) Perusahaan Daerah ;

7 (tujuh) organisasi Pemerintah Kecamatan ;
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10) 77 (tujuh puluh tujuh) Pemerintah Kelurahan.

D. ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN TAHUN 2011

Arah Kebijakan Umum Pembangunan Kota Ternate tahun 2011 yang diatur dengan

Peraturan Walikota Ternate Nomor 14 tahun 2010 tanggal 12 April 2010 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ternate tahun 2011, adalah sebagai
berikut:

1. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pembangunan dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kota Ternate di

arahkan pada pembangunan di berbagai bidang pembangunan yang sifatnya lintas

sektor antara lain : bidang kesejahteraan rakyat, bidang ekonomi, bidang infrastruktur

dan pelayanan publik, bidang kewilayahan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup, Bidang Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Adapun bidang kesejahteraan rakyat meliputi :

a.

Pembangunan pendidikan diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan baik
di tingkat pra sekolah, pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah.
Pembangunan kesehatan diarahkan pada meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat dimana Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Ibu
Bersalin (AKI) serta berkurangnya kasus penyakit menular, yang didukung oleh
peningkatan pelayanan kesehatan.

Pembangunan agama diarahkan pada meningkatnya kualitas pendidikan agama
dan tempat ibadah.

Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada meningkatnya pelayanan dan
partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah sosial.

Pembangunan kependudukan diarahkan pada meningkatnya administrasi dan
pelayanan kependudukan yang didukung dengan peningkatan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK), dengan didukung pendataan perkembangan
penduduk secara rutin.

Pembangunan keluarga berencana diarahkan pada peningkatan pelayanan

keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta kesejahteraan keluarga.

LAKIP Pemerintah Kota Ternate Tahun 2011 6



Pendahuluan

g. Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan pada penanganan masalah
pengangguran dan meningkatnya kualitas tenaga kerja.

h. Pelaksanaan pemberdayaan perempuan diarahkan pada meningkatnya
pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender dan revitalisasi
kelembagaan-kelembagaan perempuan di semua tingkatan masyarakat,
keberpihakan kebijakan pembangunan sesuai dengan kodratnya serta
meningkatnya partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan.

i. Pembangunan pemuda dan olah raga diarahkan pada penyediaan fasilitas sarana
dan prasarana, kegiatan pemuda dan olah raga serta meningkatkan frekuensi
event-event kegiatan pemuda, olah raga dan seni budaya sehingga dapat
meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan meningkatnya
prestasi olah raga dan kesenian pada level regional maupun nasional, serta
pembinaan, pendanaan dan perhatian terhadap atlit daerah agar tidak keluar ke
daerah lain, kepramukaan, kelembagaan pemuda lainnya.

j.  Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) diarahkan pada
peningkatan pelayanan informasi teknologi dan pengembangan teknologi lokal
schingga dapat mendorong berkembangnya penerapan Teknologi Tepat Guna

oleh masyarakat.

2. Bidang Ekonomi
Keberhasilan pembangunan bidang ekonomi sangat dipengaruhi oleh kondisi
ckonomi secara nasional maupun regional. Oleh karena itu pembangunan bidang
ckonomi Kota Ternate tahun 2011 diarahkan pada pencapaian laju pertumbuhan
ckonomi sebesar 8 % dan angka inflasi maksimal 5 %, untuk mencapai kondisi
tersebut harus didukung dengan:

a. Pengembangan produk unggulan daerah terutama yang berbasis pada usaha
pertanian dan industri kecil yang sinergi dengan industri menengah, besar dalam
pengembangan wisata daerah;

b. Penyediaan kebutuhan pokok masyarakat, terutama pangan melalui peningkatan

produksi usaha primer dan perdagangan serta jasa;
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Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi, serta Lembaga
Ekonomi Makro/Mikro melalui fasilitasi (pembinaan dan pengawasan) dalam
pengelolaan manajemen, ketersediaan modal dan pemasaran produk;

Penyediaan anggaran yang dapat diakses sebagai modal usaha bagi masyarakat
miskin melalui dana bergulir;

Peningkatan investasi daerah melalui peningkatan intensitas informasi dan
promosi potensi daerah, kecepatan dan ketepatan pelayanan ijin usaha;
Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana produksi serta infrastruktur
perekonomian daerah, meliputi pembangunan dan peningkatan pasar,
pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan, irigasi dan penyediaan air
baku;

Pengembangan seni dan budaya dalam mendukung sektor pariwisata;

Pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian BUMD.

3. Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik

Pembangunan infrastruktur untuk tahun 2011 lebih diarahkan pada upaya

untuk:

a.

Menunjang pengembangan sektor unggulan pertanian, perdagangan, perikanan,
dan pariwisata;

Menunjang pembangunan kawasan Kota Baru;

Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;

Meningkatkan penyediaan sarana prasarana dasar perkotaan dan penataan
kawasan strategis di perkotaan;

Pembangunan prasarana wilayah yang mendorong pemanfaatan dan

pengendalian tata ruang wilayah yang optimal dan berkelanjutan.

4. Bidang Kewilayahan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

a.

C.

Pengembangan wilayah diarahkan kepada peningkatan sarana dan prasarana
perhubungan dan perekonomian serta penggalian potensi wilayah spesifik yang
dapat mendorong berkembangnya wilayah potensial dan daerah tertinggal;
Penataan ruang diarahkan pada meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang,
pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang;

Pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup diarahkan pada:
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1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penghijauan dan rehabilitasi lahan
serta pembuatan sumur resapan;

2) Pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan berkesinambungan;

3) Peningkatan kesadaran masyarakat dan pengusaha terhadap kelestarian
lingkungan;

4) Peningkatan pelaksanaan penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya

alam yang berkesinambungan.

5. Bidang Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan

a.

Pembangunan Politik diarahkan pada terwujudnya kondisi yang kondusif dalam
pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2011 dan mendorong keterlibatan
Parpol, Ormas, LSM dan Masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan
Publik, terutama dalam Penetapan Anggaran dan Perda;

Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta koordinasi kegiatan pemerintahan
dan pelayanan masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana
pemerintahan;

Peningkatan kemampuan SDM aparatur; dan berkembangnya jaringan kerja antar
unit kerja Pemerintah Daerah, Provinsi, Pusat, Perguruan Tinggi dan Swasta;
Pembangunan Aparatur Pemerintah Daerah diarahkan pada meningkatnya
dinamika organisasi kelembagaan pemerintahan daerah;

Pemberdayaan pemerintahan diarahkan pada meningkatnya kemampuan

pemerintahan kelurahan, kelembagaan dan keswadayaan serta gotong royong.

6. Bidang Hukum, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

a.

Pembangunan di bidang hukum diarahkan pada peningkatan kualitas produk

hukum dan upaya penegakan hukum melalui :

1) Penyesuaian/aktualisasi produk hukum sesuai situasi kondisi daerah dan
kepentingan daerah baik di bidang pemerintahan, pelayanan umum maupun
kemasyarakatan  serta  pelaksanaan  Peraturan  Perundang-undangan
Pemerintah;

2) Peningkatan kualitas SDM aparatur hukum daerah;

3) Peningkatan kesadaran hukum, melalui sosialisasi produk hukum dan

pembentukan Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum);
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